BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Anak dikategorikan sebagai kelompok yang sangat beresiko dan rawan karena
anak tersebut akan tumbuh dan menjadi seperti apa tergantung dari orang dewasa
yang mendidiknya, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan
spiritual anak tersebut yang belum matang. Selain itu anak juga masih belum
memiliki pendirian karena keadaan mental dan fisiknya yang belum matang
sehingga menyebabkan perbuatan anak tersebut dianggap belum bisa untuk
dipertanggungjawabkan. Diharapkan dengan adanya diversi yang merupakan
salah satu alternatif penyelesaian perkara anak dapat menghidari stigmatisasi
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat
kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, mencegah pengulangan tindak
pidana bagi pelaku, dan meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku.
Pemberian diversi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika di
tingkat penyidikan wajib untuk diupayakan dikarenakan dengan adanya
pemberian diversi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika
dapat memberikan kesempataan kepada anak tersebut untuk kembali ke
kehidupan yang benar sehingga anak tersebut untuk kembali menata
kehidupannya serta meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan
pelaku tersebut mendapatkan pelanaran yang berharga dari perbuatan yang

dilakukannya
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sehingga bisa membawa perubahan kepada anak tersebut menjadi lebih baik lagi
dan bisa menata masa depannya yang cerah sebagai penerus bangsa.

2. Bentuk-bentuk diversi yang biasanya diberikan Penyidik kepada anak yang
menjadi kurir perdagangan narkotika, bisa berupa Pengembalian kepada orang
tua/wali, Rehabilitasi medis dan psikis, Keikutsertaan dalam Pendidikan atau
pelatihan di Lembaga Pendidikan, Pelayanan masyarakat yang mana biasanya
anak-anak akan dikembalikan masyarakat dan akan diberikan sanksi yang
bervariatif salah satunya dengan memberikan hukuman membersihkan Masjid
selama 3 (tiga) bulan. Dengan adanya bentuk-bentuk diversi tersebut maka anak-
anak dapat terhindar dari proses peradilan peradilan pidana tetapi anak tersebut

tetap merasakan efek dari perbuatan yang dilakukannya.

B. Saran
1. Pemberian pidana penjara terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan
narkotika bukan merupakan bukan solusi yang tepat karena dengan pemberian
pidana penjara pada dasarnya membawa pengaruh yang buruk terhadap
psikologis, fisik, dan mental anak. Dengan demikian sanksi yang tepat diberikan
berupa peringatan, sanksi sosial, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan
di lembaga pendidikan, pelayanan masyarakat yang mana biasanya anak-anak
akan dikembalikan masyarakat dan akan diberikan sanksi yang tujuannya untuk
membina anak tersebut agar menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak

pidana yang dilakukan.
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2. Proses diversi semestinya tidak harus terbatas pada batasan ancaman pidana
penjara dibawah 7 (tujuh) tahun karena pada prinsipnya diversi harus lebih
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi tercapainya keadilan
restoratif bagi anak dan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam

lingkungan sosial secara wajar.
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